
LAYANAN INFORMASI PROSEDUR PENGURANGAN 
DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  

 

BAYARLAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM TANGGAL 

JATUH TEMPO DAN BILA TERLAMBAT MEMBAYAR DI KENAKAN 

SANKSI ADMINISTRASI. 

1. SANKSI APABILA MELEWATI JATUH TEMPO PAJAK KENDARAAN 

BERMOTOR (PKB) 

 SANKSI ADMINISTRASI BERUPA KENAIKAN 25% DARI POKOK PAJAK 

DITAMBAH SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 2% 

SETIAP BULAN PALING LAMA 24 (DUA PULUH EMPAT) BULAN SEJAK 

TERHITUNGNYA PAJAK. 

2. SANKSI KETERLAMBATAN MENDAFTAR KENDARAAN BERMOTOR 

(BBNKB) 

SANKSI ADMINISTRASI UNTUK SETIAP BULAN KETERLAMBATANNYA : 

a) Nilai jual s/d 50.000.000,-                      = Rp. 250.000,- (R.2) 

b) Nilai Jual 51.000.000,- s/d 300.000.000,-  = Rp. 3.750.000,- (R.4) 

C) Nilai Jual 301.000.000,- s/d keatas                  = Rp. 7.500.000,- (R.4) 

 

 

 



KRITERIA KENDARAAN YANG DAPAT DIBERIKAN 
PENGURANGAN DENDA PAJAK 

 

1. KENDARAAN BERMOTOR MUSNAH ATAU TELAH DICABUT STNK-NYA 

OLEH PIHAK KEPOLISIAN SESUAI DENGAN KEPUTUSAN BERSAMA 

DIREKTORAT LALU LINTAS, DINAS PENDAPATAN DAN JASA 

RAHARJA. 

2. KENDARAAN BERMOTOR YANG BERADA DALAM SITAAN NEGARA, 

YANG DIBUKTIKAN DENGAN SURAT PERNYATAAN DARI INSTANSI 

YANG BERWENANG. 

3. KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGALAMI SUATU KEJADIAN 

AKIBAT BENCANA ALAM 

4. KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGALAMI KECELAKAAN BERAT, 

RUSAK DAN TERBAKAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSEDUR PENGURANGAN DENDA PAJAK 
KENDARAAN BERMOTOR 

 

1. BUAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN DENDA PAJAK 

KENDARAAN BERMOTOR,DITUJUKAN KEPADA KEPALA UPTD DIPENDA 

( SAMSAT ) KAB/ KOTA MASING-MASING. 

2. LENGKAPI BERKAS PERMOHONAN YANG BERISI : 

a) SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN DENDA PAJAK. 

b) KARTU IDENTITAS DIRI ( KTP ) 

c) FOTO COPY STNK 

d) NOTICE PAJAK 

e) SURAT PENDUKUNG ( YANG MASUK DALAM KRITERIA KENDARAAN 

YANG DAPAT DIBERIKAN PENGURANGAN DENDA PAJAK ). 

3. LAMPIRKAN BUKTI FISIK ( FOTO KENDARAAN TERSEBUT ). 

4. SERAHKAN BERKAS KE UPTD DIPENDA ( SAMSAT ) MASING-MASING. 

5. 14 HARI TERHITUNG SEJAK TERBITNYA SURAT KEPUTUSAN (SK) 

PENGURANGAN PKB DAN BBNKB HARUS DIBAYAR. APABILA TIDAK DI 

PENUHI SK TERSEBUT DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI. 

 

 


